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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

enimbang : a.
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BUPATI MERANGIN,

bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, terhadap
kriteria Pengelola Keuangan, Penatausahaan Bendahara
Pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM]j

“perllsl dilakukan Perubahari;

~ T .27 b bahwa untuk merubah sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati
Merangin Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerab Kabupaten Merangin;
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e s c._bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Merangin Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Da:rah Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 1l
Tanjung Jabung (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755),:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kclusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
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Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rcf}:\yu‘bl’xk’ 1?3(202:;::
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Seygara P
Indonesia Nomor 3969); (
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 urnnu,}gj Keua;garf;
| Nepara  (Lembara Nepara Republik Indonesia I.:hunj 00:
Nomor 17, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4.2860),

T y 1L
5 Undang Undang Nomor 1 Tabun .2')(/} te u;g
pPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonc»'m
Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaar)
: . , A psesryre
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan  Negara

—wwn ~——(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor £6,

"' _Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Unaang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang.Perimbangan
'Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
_.—(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republi}{ Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Norior 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. S587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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wasTME | 06 tentan;
Pengelolaan  Keuangdn Daerah (Berita Negara PRepublik

4 , S LA S Jernerintan
Pelaporan Keuangan dan Kin:rja lnm.n}r:l ‘ ,I ;H (‘r n
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomo ,

R Nomor
Tambahan  Lembaran  Nepara  Pepubhk  Indonesia

d6 1),

Peraturan Pemenntah Nomaor 71 Tahun 2010 tentang 5‘“”“"‘”
AKkuntiansi Pemenmmtahan (LLembaran Nepara Republhik
Indonesin Tahun 2010 Nomor 1273, Tambahan lembaran
Nepara Repubhik Indonesin Nomor 516,5),

5. Peraturan Mentert Dalain Neperr Nomor 1% Tahun 2006

tentang, Penpelolaan Keuanpan Daerah sebagaamana  telah
diubah dengan Peraturan Mentern Dalam Negern Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mentert Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 200%
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

inetapkan

18.

19.

20.

21.

: PERATURAN BUPATI MERANGI
KEDUA ATAS PERATURAN B

TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahur 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Bcrbasg‘s
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tal_n_m 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor
02); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor
10).

Peraturan Bupati Merangin Nomor 3
Kedudukan, Susunan Organisasi,
serta Tata Kerja Inspektorat dan
Daerah Kabupaten Merangin Tahu

9 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Daerah (Lembaran
n 2016 Nomor 39)

MEMUTUSKAN:

N TENTANG PERUBAHAN
UPATI MERANGIN NOMOR 80

PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Beberapa ketentuan d
Nomor 80 Tahun 201
Keuangan Daerah Kab

M

1.

Pasal |

alam Lampiran Peraturan Bupati Merangin
4 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
upaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten

erangin Tahun 2014 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

Lampiran 1. Pedoman Penunjukkan Pengelolaan Keuangan
Pada SKPD, diubah sebagaimansz tercantum dalam Lampiran
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3 Lampirin V2 Pensntaamabinimn Hendahiara
Pembantua, diabah

vang merupakan bagpnan
Bupatini,
4. Lampiran VI Penerbitan SpMm,

dan Peraturan Bupati ini.

Yasal [I

Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
R y Pada tanggal 3 D
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hdangkan di Bangko
A tanggal 20 pe 2016
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sehopamn s tercantom dalam Lampiran
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Lampian V| Penmausahinan Be ndahera Pengeluaran, diubah

merupakan

Peraturan

diubah sebagairnana tercantum

dalam Lampiran yang merunakan bagian tdak terpisativan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangpgal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerz

2016



PEDOMAN PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA

Untuk kelancaran Pelaksanaan RN FUATEN penatausabiaan, bendahara dibanty olen

pembantu bendahara

Pembantu Bendabhana (pembanayg bendahig g

prneamaan/ pembantu Lendabara
penpeluaran) adalah pegawai yang mempunyig tupgas untuk rembantu hendahara
dalam melaksanakan tugas ke‘hcndnhur:mn.

Penunjukan pembantu bendahara ditetapkan dengan keputusan kep:

Pembantu Bendahara tidak melaksanak

(\

sda SET.
an tugas fungsi kebendaharang,

Jumlah pembantu bendahara disesuaikan dengan pertimbangan besaran Organ s,
a, jumlah anggaran, ketersediaan staf, dan kompetensi de
banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang dan se

orang yang bertugas sebagai :

beban kerj ngan seharvak-

‘mrang—kurangnya terdini dam 2 (dugy

a. Pembuat daftar gaji/ tunjangan;

b. Pelaksana tugas/ sebagian tugas pembukuan bendahara; dan
¢. Pembuat SPP/ dokumen.
Untuk pertimbangan efesiensi,

bendahara dapat merangkap sebagai kasir.
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BUPATI MERANGIN

LAMPIRAN V. 1
PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
SUPATI NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

- KEUANGAN KABUPATEN MERANGIN

PENATAUSAHAAN BENDAHARA
PENGELUARAN

PEMERINTAY KABUPATEN MERANGIN
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PEDOMAN PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN
PADA SKPD

KERANGKA HUKUM

. Pasal 10 s.d 14 Permendagri Nomor 13‘ Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

{ Keuangan Daerah, pasal 11 dan 14 Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang

E perubahan pertama Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran,

‘ pasal 11 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagn
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaian Keuangan Daerah.

. Permendagri Nomor 55 tahun 2008
Penyusunan Laporan Pertanggungj

tentang Tatacara Penatausahaan dan

awaban Bendahara serta Penyampaiannya.

PEDOMAN PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN TUGAS /WEWENANG PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/ KUASA PENGGUNA
BARANG (KPB)

A. SKPD berbentuk kantor
1.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna_Bgr

ang.
2. Tugas

dan wewenan g pejabat

an/ atau dalam

Peraturan Bupati ini menjadi tanggungjawab Sepenuhnya dar pej

abat Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang.

an/ Dinas/ Badan
melimpahkan  sebagian
Bguna Anggaran harus Pejabat Struktural yaituKepala Bagian,

Kepala Bjq, .
ldang dan dibawahnya apabila telah menjabat Kuasa BUD.

atau pejabat

1
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N censnda Perabat
Pelimpahan tugas dan kewenangan Pejyliat Penppuna Angparan kepada Pejab
Kuasa Pengguna Anpparan setndak tdaknya mehipun
a. Menvusun RRA SKPD dan DPA SEPD atas pelaksanaan tugas pokokdan

funpst dan umt kega yang dipimpinnyi,

b. Melakukan tindakoan yong menpadabathan penpeluaran atas beban anggaran

belanga doarn umt Kerjanvaomasing masing,

c. Mengelola uang persedinan yang dilimpahibean e padanya,

d. Melaksanakan anggaran unit keoja yang dipinpininya,

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintalbibkan pembayaran yang
menjadi beban anggaran unit kerja yang dipimpinny:;

Mengadakan ikatan/penjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

g Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU atas beban anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

Melaksanakan tugas-tugas Kuasa PengggunaAnggaran lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

v e

Konsekuensi dari tugas dan wewenang tersebut diatas, apabila Pengzuna

Anggaran telah melimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, terdapat tugas
dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu menandatangani pembukuan/

dokumen /laporan penatausahaan bendahara pembantu unit kerja SKPD yang
meliputi:

a. Menandatangani pembukuan/register/ dokumen/laporan yang terkait dengan
bendahara pengeluaran pembantu;
b.

Menandatangani SPM TU dan LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu;

€. Menandatangani surat penolakan penerbitan SPM yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran pembantu;

Menandatangani permintaan alokas;j UP kepada bendahara pengeluaran.

Menandatangi Nota Pencairan Dana (NDP) yang diajukan PPTK kepada
bendahara pengeluaran pembantu; dan

f. Menandatangani  surat penolakan SPJ UP/GU, TU dan
pertanggungjawaban  administratif /fungsional  bendahara pengeluaran
pPembantu,

laporan

Mengusulkan penerbitan SPM’/

UP/GU kepada Pengguna Anggaran
berdasarkan Sk Limpahan UP; dan

Menandatanganji bukti-bukti pengéluaran atas beban anggaran belanja yang
dilimpahkan kepadanya.

N 2




 —— . i S — ———

) "-1’ 1
5 Tagas rutn menuandatangy pembukuan/dokumen/register /laporan yang terkait
‘ dengan penatausahaan bendahiara penernmoan/penpeluaran SKPD dan yang
] terkait dengan pelaksanann nkuntans: dun peluporan oleh PPK SKPD  dilakukan
langsung oleh penppuna angparan,
6. Dalam hal Penppuna Anpparan tidak  membenkan  kussa  kepada Kuasa
maka  seluruh  tupas  kewenanpan  penandstanganan

]

p.

Pengruna  Amygaran,
pembukuan/register/dokumen/laporan  yang terkait denpan  penatausahaan

bendahara dan bendahara pembantu serta PPK-SKPL) harus dilaksanakan

langsung oleh Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugss dan

7.
kewenangannya kepada Bupati melalui Seckretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan surat keputusan Bupati.

8. Dalam hal ini, apabilaPengguna Anggaran mencabut kuasa kepada Kuasa

Pengguna Anggaran maka harus melalui mekanisme pengusulan pencabutzn

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PEDOMAN PENUNJUKAN DAN TUGAS/ WEWENANG PEJABAT
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) DAN STAF PPK-SKPD

PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan SKPD.
PPK-SKPD ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) kepala SKPD

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Pada Sekretariat Daerah, pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah pejabat

struktural Eselon III.
Pada SKPD selain Sekretariat Daerah, ‘pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD
adalah pejabat struktural Esolan III atau IV.

PPK -SKPD tidak boleh merangkap sebagai bendahara maupun PPTK.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, PPK-SKPD dibantu oleh staf pelaksana

teknis tugas PPK-SKPD. N
Jumlah staf pelaksana teknis tugas PPK-SKPD disesuaikan dengan pertimbangan

b lenal .
csaran organisasi, beban kerja, jumlah anggaran, ketersediaan staf, kompetensi

Yang bertugas sebagai :
a. Staf pelaksana Verifikasi SPP, SPJ, dokumen dan LPJ yang diajukan bendahara;
b. Staf pelaksana Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan; dan

¢. Staf pembuat SPM dan Register.

. p _ .
enunjukan staf pelaksana teknis tugas PPK-SKPD ditetapkan melalui Surat

Keputusan kepala SKPD,



| T 1’ ! -
3 |
k {1
H
; Stal pelaksana teknis tupas PPK-SKPD udak boleh meranpkap sebaga bendahara.
‘ " pernbatalan 8K kepala SKPD harus melalui Surat Keputusan kepala SKPD tentang

=2

pemberhentian pengangkatan pejabat/ pelaksana tupas

PEDOMAN PENUNJUKAN DAN TUGAS/WEWINANRG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SKPD

PETK adalah pejabat pada unit kena SKPD yang melabaanalarn sati atau beberapa
Kepmatan vang sesual denpan bidang tugasnya

PPTK adalah pejabat struktural Esolan Il dan/ atau Esolan [V atau dapat menunjuk
staf golongan Il dibawah jabatan yang bersangkutan, apabila melebih beban kerja
pejabat sruktural yang bersangkutan. \/

Penunjukkan PPTK sebagaimana dimaksud pada poin (2) berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK tidak boleh merangkap sebagi PPK-SKPD maupun bendahara.

Penunjukan PPTK dapat ditetapkan m#lalui Surat Keputusan kepala SKFPD
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, PPTK dibantu oleh Staf pelaksana teknis

| tugas PPTK.

Jumlah staf pelaksana teknis tugas PPTK disesuaikan dengan pertimbangan besaran
organisasi, beban kerja, jumlah anggaran, ketersediaan staf, dan kompetensi dengan
jumlah sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang setiap kegiatan dan sekurang-
kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang setiap kegiatan bertugas sebagai berikut :

' a. Pembantu PPTK dalam melaksanakan pengendalian tugas;

b. Pembantu PPTK dalam menyimpan/menyiapkan dokumen-dokumen untuk
mengajukan pembayaran dan menyelenggarakan kartu kendali rincian objek
belanja per kegiatan; dan

¢. Pembantu PPTK dalam membuat laporan pelaksaan kegiatan.

‘ Penunjukan staf pelaksana teknis PPTK ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD

Pemberhentian PPTK ditetapkan melalui Surat Keputusan kepala SKPD tentang

. pemberhentian dan pengangkatan PPTK.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SPKD

Pejab,
cabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

program i X :
gram dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku Pejabat
Pembuat Komitmen.

Pejabat p : :
. embuat Komitmen tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK),
4
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P ’ tmen mempunyatl tugas mencalouap
Pejabat Pembuat Kom I

Menyusun perencanaan penpidaan barang/ jasa,

-
-

) A ’ Nyenial
b. Menetapkan  paket paket  pekernppan disertin ketentuan -ketentuan  mengenal
), amene N

pemnpkatan  penppunaan produkst dalion nepen dan penimpkatan pemben
kesempatan bapg usaha keat] lmnmml)( koperam serta kelompok masyarakat,
Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendini (HPS), jadual, tata cara
pelaksanaan dan lokasi pcngmm:t.r‘l yang, disusun oleh pamtia penygadaan/
¢ pajabat pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kewenangannya;

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan/pejabat
| pegadaan/Unit Layanan Pengadaan )}ang sesuai kewenangannya,

el Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai

I i ketentuan yang berlaku;

;f; Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia
;;; barang/ jasa;
b
g/ Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaaan barang/ jasa kepada pejabat
! i Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
h: Mengendalikan pelaksanaan perjanjian /kontrak:
; Menyerahkan hasil aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada
iv Bupati dengan berita acara penyerahan;
; . Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa
; dimulai; dan
|k. | Melaksanakan tu lai ' . -
Hi" An " gas lain berdasarkan pelimpahan darj pejabat Pengguna
1 aran t
! ; gg /pejaba pengguna barang dan atau Kuasa Pengguna
' Anggaran/ Pengguna Barang,

rtanggungjawab atas pengadaan barang/jasa yang

fisik, keuangan dan fungsional kepada

anggaran untuk kegiatan yang
an penerbitan Surat Penunjukan
PPB) dan Penandatunganan kontrak barang/jasa dilakukan
aran untuk kegiatan / proyek berkenaan disahkan.

o

- T———
e ————
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kg

o ,-g,gs.w'\‘ St

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

| KERANGKA HUKUM

1
!

ia; 198 s.d Pasal 230 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 197 s.d Pasal 216
'

‘¢tmendari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun

'006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

fermendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN

Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan atas seluruh uang yang
dx:kelolanya dan/atau pembayaran atas beban anggaran SKPD yang menjadi tanggung

Jawabnya.

B‘erdasarkan SPD yang diterima, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran belanja SKPD.

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran’b¢lanja atas beban anggaran belanja SKPD

vang menjadi tanggung jawabnya.

‘lam hal paq : : -
: pPada Unijt Kerja SKPp ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yang kepadanya

kan sebagis
glan kewenangan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan keuangan unit

12 yang dipim i
. PInNya, Bendahara pengeluaran hanya mengelola keuangan untuk kegiatan

"8 dibawah tap, 3
ggung Jawabnya (program /kegi g . .
g dikelola uny Keria Sk, gram/kegiatan wajib) diluar program dan l:egiatan

1
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PIHAK 11 RKAIT

heira Penpeluaran

CSKD

Lol N Angparan

O Selaku BUD

)
i

“1

g

BUKU YANG DIGUNAKAN

u Kas Umum (BKU)
i Pembantu BRU sesuardengan kebutuhan seperti

Ruku Pembantu Kas Tuna;

Buku Pembantu Simpanan Bank;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja A—_

Buku Pembantu Rincian Belanja per Kegiatan

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

b
‘J(‘Noca Pencairan Dana)

itransaksi yangsah dan lengkap.
11 »

e k2 3

L]

J PERTANGGUNGJAWABAN

pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang

P
i

: ?'embayaran belanja yang berada di dalam tugas/kewenangannya,

'.;ng)'awaban tersebut terdiri atas:

My

,.a,‘n s . .

| ggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang

“ediaan terdiri darj -

" Perta i
[ eranggungjawaban  Penggunaan UP _(SPJ-UP) yang bertujuan untuk
me i
mpertanggungjawabkan perggunaan UP sekaligus untuk permintaan pembayaran

'
anti Uang (GU) yang telah terpakai. Kelengkapan dari pertanggungjawaban ini terdiri

-~

dari:




r

SPP GU (untuk SPLUP pertode terakehir pada bulan Desember mengsunakan SPP

GU Nihil)

b, SPLUP (Surat Pertangpung i awaban Pen g iy

¢ Buktitransaks s
! d  Dokumen lainnya yang terloit

Pertanggungjawaban  Penggunaan T (5P TU)  yang  bertujusn untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan dana TU,

a. SPP TU Nihil.

b. SPJ TU (Surat Pertanggungjawaban Penggunaan TU).

, | ¢ Bukti Transaksi.

M ey e e .~

|| 'd. Bukti Setoran Sisa TU (STS).

:poran bulanan mengenai pelaksanaan anggaran belanja secara keseluruhan baik yang
H

ayar secara LS, UP/GU maupun TU.

=9
4 o
|

Laporan Pertanggungjawaban Administratif

bertujuan untuk memberikan laporan kepada Pengguna Anggaran mengenai realisasi

’ LP] Administratif merupakan laporan pertanggungjawaban akhir bulan yang
"' - anggaran belanja sampai dengan bulan tersebut. LP] Administratif dilengkapi dengan:

[ <—

. Laporan Posisi Kas

"' LPJ] disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD Selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk, pertanggungjawaban bulan Desember
disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.
Laporan Pertanggungjawaban Fungsiorzal (LP] Fungsional) merupakan laporan
pertanggung jawaban akhir bulan yang bertujuan untuk memberikan laporan kepada
BUD mengenai realisasi anggaran belanja sampaj dengan bulan tersebut. LP]
Fungsional dilengkapi dengan :

a. Copy BKU

b. Laporan Posisi Kas

LPJ Fungsional disampaikan kepada BUD melalui PPK- SKPD selambat-lambatnya

tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pertanggungjawaban bulan Desember

disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.

W
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E f PROSEDUR/TATA CARA PENGAJUAN SPP
.’-i.inh.lm pengeluaran mengajukan Surat Pecmintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka
] l-‘.i)k\ﬁlhlk.ll\ belanja. Dalam halini bendabara penpeluaran menyusun dokumen SPP yang
i1
| \,
| r\l‘[‘ll.mg Persediaan (UP)
. L‘PP Ganti Uang (GU)
" Ll‘l‘ Tambah Uang (TU)
l PP Langsung (LS)
1 {‘ LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
, ll LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

PP Uang Persediaan (UP)

~

s 2

; ﬁtuk memperlancar pembayaran belanja di SKPD yang sifatnya rutindan/atau jumlahnya
rtlatif kecil BUDmemberikanuang  mukakerjaberipa uang persediaan kepada bendahara
l.!ugeluaran SKPD. lufnlah UP yang diajukan bendahara SKPD harus mempedomani Surat
I\e!::)utusan BUPATI mengenai batas maksimal UP yang dapat diajukan oleh setiap SKPD.

UP_tidak dapat digunakan untuk pembayaran belanja yang seharusnya dibayar secara LS.
* | Belanja tidak langsung seperti belanja gaji dan tunjangan;

* { Belanja langsung berupa belanja barang dan jasa yang jumlah anggarannya diatas Rp 50
'-I juta per rekanan.

'Untukmengisiuangpersediaan (UP) diSKPD,bendahara pengeluaran SKPD mengajukan SPP

Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran. Pengajuan SPP UP tersebut hanya

na UP
bila telah digunakan

dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu, kare

masih bersifat uang muka kerja yang harus dipertanggungjawabkan
untuk pembayaran belanja.

‘sebagai berikut:

V'UP = Total Belanja - (BTL + BL kepada pihak ketiga/LS pihak ketiga) x 15%

Untuk  Kelancaran pelaksanaan kegiatén Bendahara

1 ) Pengeluaran SKPD
A.apatmellmpahkansebagian uang persedia

an kepada bendahara pengeluaran pembantu pada
garan.Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan

pengajuan permohonan pelimpahan UP dari Kuasa

'Init Kerja SKpp melaluj SK Pengguna Ang

‘rsetujuan Penggung Anggaran melalyj
'*ngguna Anggaran,
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{ tm hal dilakukan pelimpabian UP maka Spp gp yang digjukan oleh Bendahara
llrlll.!l i dihitung dan total belanja Langsang yang dikelolanya (program dan kegiatan

L skrn).

141
hdahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperiukan sebapa Limpiran dalam

| N vy L ' e ’ g ga » : ¢
auan SPP-UP, <elan dan dokamen SPP-UP ita sendiri Lampitan tersebut terdiri dar

Copy SK penunjukan penpgelola keuanpgan SKPD

i f Copyv DPA-SKPPD

T

Copy SPD
Salinan SK Bupati tentang jumlah UP per SKPD

NPWP bendahara pengeluaran

Nomor rekening bendahara pengeluaran pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko

Surat pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP (sampai dengan jenis belanja)
Surat pernyataan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa uang persediaan yang
diminta dipergunakan untuk uang persediaan.
- Lampiran yang diperlukan :
, § Ty

1. Rekonsiliasi Pembukuan atas anggaran belanja tahun sebelumnya

it 2. Rekonsiliasi Aset atas anggaran belanja tahun sebelumnya.




. ) ll
§ ‘ernyata, ANy s law ) '--um.mnll.nn.udlv.|]|l<.lll|)'l|k‘
Contoh tormulin SPP dan Surat Pernyataan Tanpyany Jawab Peng;

1

PEMIIINTAN KADBUPATIEN MIRAMGIN

SURAT PERMINTAAN  PLRMBAYARAN  UANG PLRSEDIAAN - (5PPUP)
NOmor ... Fahun:...

SURAT PENGANTAR

pada Yth.
hheguna Angparan / Kuasa Pengguna Anggaran

- -

Tempat ,

tgan memperhatikan Peraturan Bupati Merangin Nomor...Tahun....tentang Penjabaran APED,
r<ama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Sebagai berikut :

? Urusan Pemerintahan

SKPD A
Tahun Anggaran R
Dasar Pengeluaran SPD Nomor = e eereseaenenes
, ]u:mlah Sisa Dana SPD e 24 NP
1 e (terbilang:...ccccerect e e )
| szama Bendahara Pengeluaran S —
]gtgmlah Pembayaran Yang diminta RPuiinn
! qv , (terbilang:.......ccouecrucmmmmrrrsnsrennne. S— -
Nama dan Nomor Rekening Bank e ST,
ey
B 1S
B T
e S
s Bendahara Pengeluaran
i
| (Nama Lengkap)
| 1)

vp .



s
G
it Pengisian Formulic Surat Pengantar spp-yp
Nomor dust dengan nomor SPP ¢ -
4 i
SKPD dusi dengan nama SKPPD
Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengena penjabaran APBD

pada tahun angparan yang bersangkutan,

Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan,
kKPD diisi dengan kode dan nama SKPD,

I;Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan,

Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPp.

‘|
' Sisa dana SPD diisj dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari
enerbitan SPP, Pengisian disertaij dengan jumlah terbilang dan dana SPD yang belum

. dicairkan tersebut.

i

ama bendahara pengeluaran diisj dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang
' lmgnerbitkan SPP.

g _ -

! Yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan Spp

¢ «

- ' Diatas baris penandatanganan diisj dengan tanggal dan tempat penerbitan Spp

‘.
> + Dibawah tanda tangan bendahara pengeluaran dijsj dengan namga jelas bendahara

pengeluaran dan di bawah nama NIP Bendahara Pengeluaran,

~ 7

e A\ A Ererse——
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PEMERINTAH KABUPATIN MI RANGIN
SURAT PERMINTAAN PEMUBAYARAN UANG 1P ST DIAAN (51PP-Up)

Nomor:..... Taohun:

RINGKASAN

|
|
|
|
|
]

] . gy "
‘enetapan Jumlah Dang Persediaan untuk SKPD .. v SCJUMLah B

Kan Surat Keputusan Bupat Metangin Nomaor Tanypal

;.‘
§
|

|

|

Bendahara Pengrluaran

(NamalLengkap)

Réngtsmnimnunmmmmnsn&ue

1

2,

R A L

1 Nomor diisi dengan nomor Spp

Nomor Surat Keputusan Bupati diisi dengan nomor Keputusan Bupati yang mendasari
penetapan jumlah dana UP. Diikuti dengan pengisian tanggal Surat Keputusan Bupati
tersebut.

SKPD diisi dengan nama SKPD yang menerbitkan SPP-UP dan besaran UP-nya ditetapkan
lewat Surat Keputusan Bupati.

Jumlah uang diisi dengan jumlah besaran dana Up yang ditetapkan untuk SKpPD tersebut.
Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana yp yang ditetapkan.
Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPp.

Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan hamajelas bendahara

pengeluaran dan di bawah nama diisj NIP bendahara pengeluaran.

~q
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PEMERINTAH KABUPATEN MIRANGIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG P1ERSTDIAAN
(l‘llll ‘lll)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
Nomaor : 1ahun:

l

,
Uiraan Jumnia

S _TOIAL

tesengressnsaisesaenisriaine

Bendahara Pengeluaran
1 -

(Nama Lengkap)

............................................

2¢ lir_Rincian SPP-UP T
g omor' diisi dengan nomor SPP
‘io!om kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

.“om uralan diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode rekening yang telah
' 51kan pada kolom kode rekening

m ]ulnlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.

e e ————

Fis TOTA{. diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana SPP-UP yang diminta.

“miang dl‘asi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.
1 LR

S bans penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat.

%L tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara
g uatran dan di bawah diisi NIP bendahara pengeluaran.




H P Gantli UVang Persediaan (GU)

- 3\ ) - 21
ng persediaan bersitat revolving<elama tahun anpparan berpalan, artinya UP yang telah

'Hk‘li dapat dimintakan pengpantiannya kepada BUD melaluig pengajuan SPP-GU yang

amparkan kepada Penppuna Angeacan melalul PPK SKIPD

o . cp
ca saat uang persediaan telah terpakai, bendahara penpeluaran dapat mengajulkan SPP

i Uang Persediaan (5PP-GU) dengan besaran sejumlab SP] penppunaan uang persediaan
i ¢ :

T T

, (;tclah disahkan pada periode waktu tertentu. Prosedur pengajuan SPP-GH te
|
1\1
‘ ~
%;‘omber). Dengan demikian pengajuan SPP-UP hanya seckali di awal tahun, sedanglkan SPP-
|

“-apat diajukan berulang-ulang setelah UP digunakan dan dipertanggung-jawabkan,

roehut dapat
ikan berulang-ulang sepanjang tahun berjalan s.d tanggal tertentu pada bulan terakhir

+“gai contoh, Bendahara pengeluaran suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persedizan

:aj tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000,- Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2

:‘:kaegiatan yang menghabickan UP sebesar Rp80.000.000,- maka SPP-GU yang diajukan
i gh

‘%h sebesar Rp80.000.000,-dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait
:13tan tersebut.
t ! !

":{é:}iara mempersiapkan dokumen-dokumen"yang diperlukan sebagai lampiran dalam

'ﬂg:éfhah SPP-GU, selain dari dokumen SPP-GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

. ‘Surat pengantar SPP-GU wow-
| é:l;iir;gkasan SPP-GU
: ;Alllllinci-an SPP-GU (sampai dengan jenis bela;ja)

’i éurat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
j"penggunaan dana SPP-UP/GU/TU periode/bulan sebelumnya

|
|
|
|
F

pengeluaran atas

SPJ-UP yang dilengkapi dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap serta bukti
setor pajak Pusat dan pajak Daerah.

Salinan Spp

Lampiran lain Yang diperlukan

Jumlah Pengajuan GU tidak boleh melebihj bes